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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian  yang telah dilakukan penulis, maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara 

pembunuhan di lingkungan keluarga, tidak mempertimbangkan Undang-Undang 

Nomor 23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

sebagai dasar putusannya. Hal ini karena sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut 

umum dalam kasus yang dianalisis menggunakan Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan 

primairnya. Apabila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair dan 

alternatif tidak perlu dibuktikan lagi. Padahal salah satu dakwaan alternatif adalah 

Pasal44 Ayat (3) UU PKDRT. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan oleh penulis, maka penulis 

memberikan saran agar relevan dengan permasalahan, yaitu dalam kasus 

pembunuhan di lingkungan keluarga, Hakim sebagai penegak hukum dalam 

menjatuhkan putusan terhadap kasus pembunuhan di lingkungan keluarga, hendaknya 

cermat, jeli dan teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan akan benar-benar mencerminkan 

keadilan bagi masyarakat, keluarga korban dan bagi terdakwa itu sendiri. Agar 
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terciptanya tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum. 
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